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WALIKOTA PAREPARE 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE 
NOMOR 13 TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN  2014  
 

WALIKOTA PAREPARE, 
 

Menimbang  :  a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, 

keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit 
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, 

keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 
dalam Tahun anggaran belanja, maka dilakukan 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 
 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor  29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
 

  2.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

  3.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara republic Indonesia  Nomor 4286);  
 
 

4.Undang-Undang…………. 
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  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara republic Indonesia  Nomor 4355); 
 

  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara republic Indonesia  Nomor 4400); 
 

  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia  
Nomor 4421); 

 

  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah (Lembaran Negara republic 
Indonesia Tahun2004 Nomor  125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  8.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor  41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4090);  

 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor  130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5049); 

 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  90,  

 

/Tambahan………… 
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   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4416)sebagaimana telah diubah tiga kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 74; 

 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor  48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4502); 

 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4503); 

 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor  136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4574); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor  137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4575); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4576); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor  139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4577); 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4578); 
 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor  150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4585); 
 

20.Peraturan………….. 
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  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor  25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4614); 

 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2012; 

 

  22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 
 

  23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 

2008 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Parepare Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor  2 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare 
Nomor  7  Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah 
Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 1);  

 

  24. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 
8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 

58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Parepare Nomor  3 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor  8  

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 

Nomor 2); 
 

  25. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 
Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare 

Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor  4 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare 

Nomor  9  Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Parepare Tahun 2011 Nomor 3); 
26.Peraturan…………. 
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  26. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 
dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare 

Tahun 2008 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Parepare Nomor 10) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor  5 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota 
Parepare Nomor  10  Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 4); 

 

  27. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri 

Sipil Republik Indonesia Kota Parepare (Lembaran 
Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3). 

 

  28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare 
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2); 

 

  29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 

Nomor 13); 
   

  30. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare 
(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 

16, Tambahan Daerah Kota Parepare No. 95); 
 

  31. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota 

Parepare Tahun 2014 Nomor 1). 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE 
 

dan 
 

WALIKOTA PAREPARE 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2014. 

 

BAB I…………… 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal I 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
 

3. Walikota  adalah Walikota Parepare. 
 

4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2014. 
 

BAB II 

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
 

Pasal 2 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula 

berjumlah Rp. 656.732.466.047  bertambah sejumlah Rp. 60.696.885.679,- 
sehingga menjadi Rp. 717.429.351.729,- dengan rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan  
a. Semula      Rp. 655.482.466.047 
b. Berkurang      Rp.   39.653.259.841 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan 
        Rp. 695.135.725.888 

2. Belanja Daerah 

a. Semula      Rp. 651.257.391.047 
b. Bertambah     Rp.   60.696.885.682 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 711.954.276.729 
Surplus/(Devisit) setelah Perubahan  Rp.  (16.818.550.841) 
 

3. Pembiayaan. 
a. Penerimaan 

1. Semula      Rp.  1.250.000.000 

2. Bertambah     Rp.21.043.625.841 
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.22.293.625.841    
 

b. Pengeluaran 
1. Semula      Rp. 5.475.075.000 

2. Bertambah     Rp.         -   
Jumlah pengeluaran setelah perubahan  Rp. 5.475.075.000 

           Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan  Rp. 16.818.550.841 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp.    0 

 
Pasal 3…………. 
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Pasal 3  
 

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
 

a. Pendapatan asli daerah 
1) Semula     Rp.  75.122.260.000 

2) Bertambah    Rp.  11.009.300.841 
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan. 
       Rp. 86.131.560.841 
 

b. Dana perimbangan 
1) Semula     Rp. 476.229.282.178  

2) Bertambah    Rp.          - 
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan. 
       Rp. 476.229.282.178 
 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1). semula     Rp. 104.130.923.869 

2). berkurang     Rp.   28.643.959.000 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan                                                             

                                                           Rp.  132.774.882.869 
 

2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah 

1) Semula     Rp.        18.575.000.000 

2) Bertambah     Rp.            - 
Jumlah pajak daerah setelah perubahan 

       Rp. 18.575.000.000 
 

b. Retribusi Daerah 

1) Semula     Rp.  9.307.660.000 
2) Bertambah     Rp.        (1.618.000.000) 

Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan 

       Rp.  7.689.660.000 
 

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

1) Semula     Rp.  3.000.000.000 
2) Bertambah     Rp.                     0 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
      Rp.      3.000.000.000 
 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
1) Semula     Rp.  44.239.600.000 
2) Bertambah     Rp.  12.627.300.841 

Jumlah lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah setelah 
perubahan     Rp.   56.866.900.841,- 

 

3.Dana………….. 
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3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b 

terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana bagi hasil 

1) Semula     Rp.    17.337.977.178 
2) Bertambah     Rp.               - 

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan 

            Rp.   17.337.977.178       
 

b. Dana alokasi umum 

1) Semula     Rp.       426.405.955.000 
2) Bertambah     Rp.   0                              

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan 
       Rp.        426.405.955.000 
 

c. Dana alokasi khusus 
1) Semula     Rp.  32.485.350.000 
2) Bertambah     Rp.                       0 

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan 
      Rp.   32.485.350.000 

 
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c terdiri dari dari jenis pendapatan : 

a. Hibah 
1) Semula     Rp.        0 
2) Bertambah     Rp.         0 

Jumlah hibah setelah perubahan 
           Rp.   6.853.500.000 

 
b. Dana Darurat 

1) Semula     Rp.         0 

2) Bertambah     Rp.        0 
Jumlah dana darurat setelah perubahan 
          Rp.                0 

 
c. Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi 

1) Semula     Rp.  19.890.124.309 
2) Bertambah     Rp.      - 

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan 

       Rp.    19.890.124.309 
 

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 

1) Semula     Rp.     76.176.332.000 
2) Bertambah     Rp.    28.643.959.000 

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus 
       Rp. 104.820.291.000 
 

 
 

e.Bantuan…………. 
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e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah 

1) Semula     Rp.     8.046.467.560 
2) Bertambah     Rp.              -       

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus 
         Rp.       8.046.467.560 

 
Pasal 4 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja tidak langsung 
1) Semula     Rp.  383.600.266.119 

2) Berkurang     Rp.    (4.757.707.149) 
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan 
      Rp.  378.842.558.970 
 

b. Belanja langsung 
1) Semula     Rp. 267.657.124.928 

2) Bertambah     Rp.   65.454.592.831 
Jumlah belanja langsung setelah perubahan 

       Rp. 333.111.717.759 
 

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja pegawai 

1) Semula     Rp.        367.585.301.107 

2) Bertambah     Rp.          (2.797.477.860) 
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan 
       Rp. 364.787.823.247 

b. Belanja bunga 
1) Semula     Rp.  4.500.000.000 

2) Bertambah     Rp.                     0 
Jumlah belanja bunga setelah perubahan 
       Rp. 4.500.000.000 

c. Belanja subsidi 
1) Semula     Rp.       0 

2) Bertambah     Rp.       0 
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan 
       Rp.           0 

 

d. Belanja hibah 

1) Semula     Rp.  8.000.000.000 
2) Bertambah     Rp.  (1.146.500.000) 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan 

             Rp.    6.853.500.000 
 

e. Belanja bantuan social 

1) Semula     Rp.        1.000.000.000     
2) Berkurang     Rp.           948.000.000 

Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan 

       Rp.   52.000.000,- 
 

f.Belanja…………. 
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f. Belanja bagi hasil 

1) Semula     Rp.       0 
2) Bertambah     Rp.       0 

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan 
       Rp.      0 
 

g. Belanja bantuan keuangan 
1) Semula     Rp.             514.965.012 
2) Bertambah     Rp.     134.270.711 

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan 
       Rp    649.235.723 
 

h. Belanja tidak terduga 
1) Semula     Rp.       2.000.000.000 

2) Bertambah     Rp.                   0 
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan 
       Rp.  2.000.000.000
  

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis belanja : 

a. Belanja pegawai 
1) Semula     Rp.         13.603.525.300 

2) Berkurang     Rp.      902.897.700 
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan 
          Rp. 14.506.423.000 
 

b. Belanja barang dan jasa 
1) Semula     Rp.    160.174.693.373 

2) Bertambah     Rp.      34.825.218.738 
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan 
        Rp. 194.999.912.111 

 

 

c. Belanja modal 
1) Semula     Rp.          93.878.906.255 

2) Bertambah     Rp.          29.726.476.393 
Jumlah belanja modal setelah perubahan 
       Rp.  123.605.382.648 

 

Pasal  5 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Penerimaan sejumlah Rp.22.293.625.841,- 

1) Semula     Rp.       1.250.000.000 

2) Bertambah     Rp.     21.043.625.841 
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.  22.293.625.841 

 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.475.075.000 

1) Semula     Rp.  5.475.075.000 

2) Berkurang     Rp.                       0 
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.      5.475.075.000 

 

(2) Penerimaan………… 
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis pembiayaan : 
a. SiLPA tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 22.043.625.841 

1) Semula     Rp.          1.000.000.000 
2) Bertambah     Rp.        21.043.625.841 

Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan 

       Rp. 22.043.625.841 
 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.  0 

1) Semula     Rp.    0 
2) Bertambah     Rp.    0 

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahaan 
       Rp.   0 
 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.  0 
1) Semula     Rp.    0 
2) Bertambah     Rp.    0 

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan  
Setelah Perubahan    Rp.   0 
  

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0 
1) Semula     Rp.  0 

2) Bertambah     Rp.          0 
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan 
         Rp.                    0 

 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah  
                                                            Rp. 250.000.000 

1) Semula          Rp.  250.000.000  
2) Bertambah          Rp.            0 

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah 

perubahaan                 Rp. 250.000.000 
 

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0 
1) semula     Rp.                   0 
2) bertambah     Rp.                  0 

jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahaan  
Rp.              0 

 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan : 

a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.            0 
1) semula      Rp.   0  
2) bertambah     Rp.    0 
 

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah  

Rp. 1.500.000.000 
1) Semula     Rp.   1.500.000.000   

2) Bertambah     Rp.                0 
Jumlah penyertaan modal (Investasi) Pemda setelah perubahan 
       Rp.  1.500.000.000 

 

c.Pembayaran……….. 
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c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 3.725.075.000 

1) semula     Rp.  3.725.075.000 
2) bertambah     Rp.       0 

jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan 
         Rp. 3.725.075.000 
 

d. pemberian pinjaman daerah sejumlah  Rp. 250.000.000 
1) semula      Rp. 250.000.000 
2) bertambah      Rp.        0 

jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahaan 
       Rp. 250.000.000 

 
Pasal 6 

 

Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri 

dari : 
 

 

1. Lampiran I  Ringkasan APBD; 
 

2. Lampiran II  Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi SKPD; 

 

3. Lampiran III  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,   
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan   

Pembiayaan; 
 

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.  
  

5. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

 

6. Lampiran VI  Daftar Sejumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

 

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaransebelumnya 
yang belum Diselesaiakan Dan Dianggarankan 
kembali dalam Tahun Anggaran ini; 

 

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah. 
 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan 
diatur dalam Peraturan Walikota. 
 

Pasal 8………. 
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Pasal 8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare. 

 
 

Ditetapkan di Parepare 
Pada tanggal 29 Agustus 2014 
 

WALIKOTA PAREPARE 
   
 
 

 
TAUFAN PAWE 

 

 
 

Diundangkan di Parepare  

Pada tanggal 29 Agustus 2014 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 

 
 
 

 
      MUSTAFA MAPPANGARA 
  

 
 
 

 
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 13 

 

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI 
SELATAN NOMOR :(17.13/2014) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


